
No Kriteria / Indikator Skala Penerapan Keterangan

A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)

1 BPRS dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar 
rupiah):
Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memenuhi persyaratan 
paling sedikit:
a. tidak merangkap sebagai direktur utama; dan
b. tidak membawahkan bidang operasional penghimpunan dana dan penyaluran 
dana.

BPRS dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar 
rupiah):
Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan tidak menangani 
penyaluran dana.

1 modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah): \n Anggota Direksi yang 
membawahkan fungsi kepatuhan tidak menangani penyaluran dana.

2 Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memahami ketentuan 
peraturan perundang-undangan Otoritas Jasa Keuangan dan ketentuan peraturan 
perundang-undangan yang berkaitan dengan perbankan syariah.

1 Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memahami ketentuan peraturan 
perundang-undangan Otoritas Jasa Keuangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan 
yang berkaitan dengan perbankan syariah.

3 BPRS dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar 
rupiah):
Pelaksanaan fungsi kepatuhan dilakukan dengan membentuk SKP (compliance 
unit) yang independen terhadap satuan kerja operasional.

BPRS dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar 
rupiah):
Pelaksanaan fungsi kepatuhan dilakukan dengan menunjuk Pejabat Eksekutif 
yang independen terhadap operasional BPRS untuk bertanggung jawab terhadap 
pelaksanaan fungsi kepatuhan.

1 BPRS dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah): \n 
Pelaksanaan fungsi kepatuhan dilakukan dengan membentuk SKP (compliance unit) yang 
independen terhadap satuan kerja operasional. \n  \n BPRS dengan modal inti kurang dari 
Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah): \n Pelaksanaan fungsi kepatuhan dilakukan 
dengan menunjuk Pejabat Eksekutif yang independen terhadap operasional BPRS untuk 
bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi kepatuhan.

4 BPRS memiliki pedoman kerja, sistem, dan prosedur kepatuhan yang disusun 
dan/atau dikinikan oleh SKP atau PE Kepatuhan, serta disetujui oleh anggota 
Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan.

2 BPRS memiliki pedoman kerja, sistem, dan prosedur kepatuhan yang disusun dan/atau dikinikan 
oleh SKP atau PE Kepatuhan, serta disetujui oleh anggota Direksi yang membawahkan fungsi 
kepatuhan.

5 BPRS memiliki ketentuan intern mengenai tugas, wewenang, dan tanggung jawab 
bagi SKP atau PE Kepatuhan.

2 BPRS memiliki ketentuan intern mengenai tugas, wewenang, dan tanggung jawab bagi SKP 
atau PE Kepatuhan.

Total Nilai untuk Seluruh Skala Penerapan 7

Nilai Rata-rata Kriteria atau Indikator 1,40
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Bobot (S) 0,50

Nilai (S) 0,70

B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)

1 Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan menetapkan langkah yang 
diperlukan untuk memastikan BPRS memenuhi seluruh ketentuan intern, 
ketentuan peraturan perundang-undangan, dan Prinsip Syariah, termasuk 
penyampaian laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan otoritas lain yang 
berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2 Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan menetapkan langkah yang diperlukan 
untuk memastikan BPRS memenuhi seluruh ketentuan intern, ketentuan peraturan perundang-
undangan, dan Prinsip Syariah, termasuk penyampaian laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan 
dan otoritas lain yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2 Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan melakukan upaya untuk 
mendorong terciptanya budaya kepatuhan BPRS antara lain melalui sosialisasi 
dan/atau pelatihan mengenai ketentuan intern BPRS, ketentuan peraturan 
perundang-undangan, dan Prinsip Syariah.

2 Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan melakukan upaya untuk mendorong 
terciptanya budaya kepatuhan BPRS antara lain melalui sosialisasi dan/atau pelatihan mengenai 
ketentuan intern BPRS, ketentuan peraturan perundang-undangan, dan Prinsip Syariah.

3 Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memantau dan menjaga 
kepatuhan BPRS terhadap seluruh komitmen yang dibuat oleh BPRS kepada 
Otoritas Jasa Keuangan dan/atau otoritas lain yang berwenang sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk mencegah Direksi BPRS 
untuk tidak menetapkan kebijakan dan/atau keputusan yang menyimpang dari 
ketentuan peraturan perundang-undangan.

2 Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memantau dan menjaga kepatuhan 
BPRS terhadap seluruh komitmen yang dibuat oleh BPRS kepada Otoritas Jasa Keuangan 
dan/atau otoritas lain yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan, termasuk mencegah Direksi BPRS untuk tidak menetapkan kebijakan dan/atau 
keputusan yang menyimpang dari ketentuan peraturan perundang-undangan.

4 SKP atau PE Kepatuhan memastikan bahwa seluruh kebijakan, ketentuan, sistem, 
dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan BPRS sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan dan Prinsip Syariah.

2 SKP atau PE Kepatuhan memastikan bahwa seluruh kebijakan, ketentuan, sistem, dan 
prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan BPRS sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan dan Prinsip Syariah.

5 SKP atau PE Kepatuhan melakukan evaluasi dan/atau merekomendasikan 
pengkinian dan penyempurnaan kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur yang 
dimiliki oleh BPRS agar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 
dan Prinsip Syariah.

2 SKP atau PE Kepatuhan melakukan evaluasi dan/atau merekomendasikan pengkinian dan 
penyempurnaan kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur yang dimiliki oleh BPRS agar sesuai 
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan Prinsip Syariah.

6 Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan, dan SKP atau PE 
Kepatuhan berkoordinasi dengan DPS terkait pelaksanaan fungsi kepatuhan 
terhadap Prinsip Syariah.

2 Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan, dan SKP atau PE Kepatuhan 
berkoordinasi dengan DPS terkait pelaksanaan fungsi kepatuhan terhadap Prinsip Syariah.

Total Nilai untuk Seluruh Skala Penerapan 12

Nilai Rata-rata Kriteria atau Indikator 2,00

Bobot (P) 0,40
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Nilai (P) 0,80

C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)

1 Terdapat penurunan tingkat pelanggaran BPRS terhadap ketentuan intern, 
ketentuan peraturan perundang-undangan, dan Prinsip Syariah.

2 Terdapat penurunan tingkat pelanggaran BPRS terhadap ketentuan intern, ketentuan peraturan 
perundang-undangan, dan Prinsip Syariah.

2 Laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Anggota Direksi yang 
membawahkan fungsi kepatuhan disampaikan secara berkala kepada direktur 
utama dengan tembusan kepada Dewan Komisaris. Dalam hal anggota Direksi 
yang membawahkan fungsi kepatuhan merupakan direktur utama, laporan 
pelaksanaan tugas dan tanggung jawab disampaikan kepada Dewan Komisaris.

2 Laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Anggota Direksi yang membawahkan fungsi 
kepatuhan disampaikan secara berkala kepada direktur utama dengan tembusan kepada Dewan 
Komisaris. Dalam hal anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan merupakan 
direktur utama, laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab disampaikan kepada Dewan 
Komisaris.

3 Laporan khusus dari anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan 
disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan dalam hal terdapat kebijakan 
dan/atau keputusan Direksi yang menyimpang dari ketentuan peraturan 
perundang-undangan.

2 Laporan khusus dari anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan disampaikan 
kepada Otoritas Jasa Keuangan dalam hal terdapat kebijakan dan/atau keputusan Direksi yang 
menyimpang dari ketentuan peraturan perundang-undangan.

Total Nilai untuk Seluruh Skala Penerapan 6

Nilai Rata-rata Kriteria atau Indikator 2,00

Bobot (H) 0,10

Nilai (H) 0,20
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